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ABSTRAKS 

 
 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud demokrasi di tingkat 

Pemerintahan desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 

2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. jika 

sebelumnya BPD (Badan Perwakilan Desa) merupakan unsur penyelenggara 

Pemerintahanan maka sekarang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi 

lembaga desa. Adapun wewenang Badan Permusyawaratan Desa setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: 1) Membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menetapkan 

menjadi peraturan desa, 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Kepala Desa, 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala 

Desa, 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, 5) Menggali, menampung, 

menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 6) 

Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dan diberi kewenangan 

untuk menjalankan fungsi-fungsinya melalui Surat Keputusan (SK) kepala desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah  wakil dari rakyat ditiap 

wilayah/dusun, maka dalam melaksanakan tupoksinya Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) mengajak masyarakat agar ikut memperhatikan desanya demi 

kepentingan Warga Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mitra Kepala Desa memiliki 

wewenang, kedudukan, peran lebih tinggi dan memiliki perubahan dibandingkan 

pada saat masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, dan kini Badan Permusyawaratan Desa menjadi senjata dan mampu 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. 


